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ABSTRAK

Penulis mengangkat judul tersebut dikarenakan permasalahan ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat besar, persoalan ini selalu ada dalam pembahasan pada aspek ketenagakerjaan berada dalam kualitas tenaga kerja yang tinggi serta tempat pengupahan yang tepat dalam sumber daya manusia. Jenis data dalam pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari karyawan yang bekerja di Perusahaan yang sedang melakukan mutasi dan phk besar-besaran. Maka untuk menghadapi permasalah tersebut dapat diusahakan dengan meningkatkan daya guna tenaga kerja. Secara teoritis harus diperhatikan lebih detail agar kebijakan yang akan dilakukan mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil analisis dalam penelitian ini yang pertama Upah mempunyai hubungan negatif signifikan dan bersifat inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja, analisis dalam penelitian ini yang pertama Upah mempunyai hubungan negatif signifikan dan bersifat inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja namun ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sektor informal khususnya di dinas ketenaga kerjaan terkait dengan sistem pengelolahan pelatihan.
Kata kunci: kontrak kerja, ketenagakerjaan, perlindungan hukum, pertimbangan majelis hakim
ABSTRACT
The author raises this title because labor problems are a very big problem, this problem is always present in the discussion on aspects of employment in the high quality of labor and the right place of wages in human resources. The type of data in this study uses secondary data, namely data obtained from employees who work in companies that are carrying out massive mutations and layoffs. So to deal with these problems can be attempted by increasing the usability of labor. Theoretically, it must be considered in more detail so that the policy to be carried out achieves the desired goals. The results of the analysis in this study, the first is that wages have a significant negative relationship and are inelastic to labor absorption, the analysis in this study, the first is that wages have a significant negative relationship and are inelastic to labor absorption, but there are several things that are a challenge in efforts to empower people in the informal sector, especially in the labor office related to the training management system.
Keywords: employment contract, employment, legal protection, consideration by the panel of judges.
PENDAHULUAN

Penulis melihat bahwa banyak permasalahan yang dialami oleh pekrja yang disebabkan oleh faktor mutasi maupun phk, manurut undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang ketenaga kerjaan dirumuskan tentang istilah ketenaga kerjaan yaitu hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan perjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Juniarti,2015,Halaman.1). Yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan adalah PHK, didalam lingkungan perusahaan ada kententuan yang akan disepakati antara karyawan dan pihak perusahaan seperti perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Penulis menemukan 2 (dua) putusan pengadilan Negeri tentang pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh mutasi dan phk. Putusan itu antara lain:

1. PT Ethica Industri Farmasi melawan Dannyel pada Putusan Perkara Tingkat I Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg

2. Pajri Januardi, Sp Lawan PT.Fagiono Agro Plantation I. PT.Setia Agro Utama II pada Putusan Perkara PN SAMARINDA Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr
PHK tidak bisa dihindari baik dari pekerja maupun pengusaha harus melakukan perundingan untuk mencari kesepakatan bersama. Kalau dalam perundingan ini masih tidak membawa hasil maka PHK baru bisa dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan, begitupun dengan mutasi karyawan jika perusahan tidak melakukan pemutasian karyawan dengan jelas atau melanggar dari perjanjian yang telah disepakati bersama maka karyawan berhak menggugat perusahan. Bedasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 Pasal 54 Ayat (1) Huruf C dan D, bahwa perusahaan tidak dapat memutasi karyawan secara sepihak. Undang-Undang menjamin penyelsaian hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah(F.X Djumialdi, 2005) Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:
1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

2. Penempatan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Yang telah menyebabkan penolakan dari karyawan sehingga karyawan mengundurkan diri dan mangkir dari pekerjaan dikarenakan terjadinya mutasi, maka dari itu perusahaan harus lebih bijak supaya karyawan yang di mutasi bisa bekerja sesuai bidang yang dikerjakan dari perusahaan sebelumnya. Tidak hanya itu jabatan karyawan harus diperhatikan oleh perusahaan sebelumnya supaya saat karyawan terkena dampak mutasi memiliki pengalaman dalam bidangnya dan mengerti dasar-dasar pekerjaan yang baru.
Penulis akan membahas secara detail yang terjadi dalam kasus diatas dalam putusan Hubungan Industrial diatas. Tergugat menganggap bahwa penggugat mengundurkan diri karena tidak melakukan tugas tersebut, penggugat mengajukan gugatan kepengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri penggugat telah mengajukan gugatan didepan persidangan pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri samarinda yang memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan PHK yang dilakukan tergugat batal demi hukum.

Majelis hakim dalam permohonan ini mengabulkan bahwa PHK yang dilakukan tergugat adalah batal karena tidak sesaui perjanjian kontrak yang sudah tertulis sejak awal masuk kerja. Bedasrkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari beberapa kasus diatas, sehingga muncul perhatian penulis untuk melihat pertimbangan majelis hakim.
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu tipe penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti hukum sekunder melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang sumber bahan hukumnya ada 2 yaitu sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum primer. Metode pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan atau acuan dari penyusunan proposal ini serta menggunakan peraturan perundang-undangan maupun kasus guna meningkatkan perluasan pembahasan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dasar pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan PHK karena Mutasi perusahaan yang ditolak oleh pekerja sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang mendapat PHK akibat menolak mutasi.
Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg antara PT Ethica Industri Farmasi melawan Dannyel.

Duduk perkara dalam putusan ini adalah Penggugat yakni PT Ethica Industri Farmasi mendiskualifikasi saudara Dannyel sebagai Tergugat yang memiliki jabatan terakhr sebagai Distric Manager Jakarta 3, Tergugat mendapatkan penugasan mutasi dari Distric Manager Semarang ke Distric Manager Jakarta karena ada perubahan struktur di Departemen. Tergugat dianggap mangkir dari pekerjaannya sebagai Distric Manager Jakarta. Sehingga Tergugat didiskualifikasi setelah mendapat surat panggilan masuk yang kedua yakni karena Tergugat telah mangkir dari pekerjaannya yang telah dilakukan mutasi penempatan kerja, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang memohon untuk Tergugat dinyatakan mengundurkan diri sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dalam kasus ini Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial mengabulkam dengan alasan Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sehingga hubungan kerja tidak bisa dipertahankan lagi.

Pajri Januardi, Sp Lawan PT. Fagiono Agro Plantation I PT. Setia Agro Utama II pada Putusan Perkara PN SAMARINDA Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr
Duduk perkara dalam putusan ini adalah Penggugat yaitu Pajri Januardi Menggugat PT Fagiono Agro Plantation I PT.Setia Agro Utama II. Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat. Penggugat mendapat surat mutasi yang menyatakan bahwa Penggugat di PHK dari PT Fagiono Agro Plantation I ke PT Setia Agro Utama II. Penggugat menolak PHK tersebut dengan alasan tidak ada pemberitahuan sejak awal.

Tergugat menganggap bahwa Penggugat mengundurkan diri karena tidak melakukan tugas tersebut. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat batal demi hukum.

Majelis Hakim dalam permohonan ini mengabulkan bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal karena tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah tertulis sejak awal masuk kerja. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari beberapa kasus diatas. Sehingga muncul perhatian penulis untuk melihat pertimbangan Majelis Hakim.

KESIMPULAN
Bedasarkan hasil Analisa terhadap jurnal diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah mengatakan bahwa pekerja dan pengusaha harus berupaya sebagaimana mungkin untuk mecegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, meskipun PHK tidak bisa dihindari baik dari pekerja maupun pengusaha harus melakukan perundingan untuk mencari kesepakatan bersama. Kalau dalam perundingan ini masih tidak membawa hasil PHK baru bisa dilakukan setelah ada penetapan  pengadilan, begitupun mutasi karyawan jika perusahan melakukan pemutasian karyawan dengan melanggar dari perjanjian yang telah disepakati bersama maka karyawan berhak menggugat bedasarkan undang-undang ketenagakerjaan Tahun bahwa perusahaan tidak dapat memutasi karyawan secara sepihak.
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